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ABSTRAK 

Ahmad Akbar Aji Hatma.“Tinjauan Hukum Islam Pengenaan Zakat 

Perusahaan pada BPKH dan Zakat Tabungan Pada Jamaah Haji. Tesis. 

Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary, AZ, M.A Pembimbing (II) Dr. 

H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. 

Kata Kunci : Zakat Perusahaan, Zakat Tabungan, BPKH, Jamaah Haji 

Pemaksimalan terhadap penerimaan zakat merupakan hal yang patut untuk 

diberikan perhatian lebih. Seyogyanya penerimaan zakat yang besar berpotensi 

membantu pemerataan ekonomi yang dicanangkan dalam konsep ekonomi Islam. 

tujuan utama pemaksimalan zakat adalah membantu perekonomian masyarakat 

yang lemah dan untuk menkonversikan yang awalnya mustahiq menjadi muzakki. 

Melalui zakat perusahaan dan zakat tabungan diharapkan potensi penerimaan dana 

zakat di Indonesia menjadi meningkat. Pasalnya, pertumbuhan perusahaan yang 

mengklaim dirinya sebagai perusahaan syariah dan atau memanajemen 

perusahaannya dalam konsep syariah mulai tumbuh dan berkembang. Dalam 

kasus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertindak sebagai lembaga 

pengelola dana haji untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah. untuk itu perlu 

dilakukan tinjauan mengenai pengenaan zakat perusahaan di BPKH. Selain itu 

juga berkaca dari animo masyarakat yang memiliki antusias tinggi untuk 

melaksanakan ibadah haji yang menyebabkan overload nya kapasitas 

keberangkatan jamaah haji setiap tahun sehingga menyebabkan munculnya daftar 

tunggu keberangkatan menimbulkan satu pertanyaan baru mengenai pengenaan 

zakat dari tabungan jamaah haji yang mengendap. Untuk itulah dalam hal ini perlu 

dilakukan tinjauan atas pengenaan zakat perusahaan pada BPKH dan zakat 

tabungan pada jamaah haji Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

yuridis normatif yang mendeskripsikan teori hukum dengan melakukan 

identifikasi terhadap hukum zakat yang berlaku pada dana setoran haji dari sisi 

pengelola keuangan dan jamaah haji. Hal yang menjadi subjek dalam penelitian 

ini adalah BPKH dan jamaah haji Indonesia. Dengan dibantu data yang terdiri dari 

buku yang membahas tentang zakat dan website resmi https://bpkh.go.id/ serta 

bahan yang dianggap relevan sebagai referensi dari penelitian ini. 

Hasil yang didapat bahwa pengenaan zakat perusahaan terhadap BPKH 

dinilai tidak dapat diterapkan  dikarenakan terdapat salah satu syarat yang tidak 

dapat dipenuhi sedangkan pengenaan zakat tabungan pada jamaah haji masih 

dapat diterapkan.  
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